BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 197/ \, /HUK/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TERINTEGRASI

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

PADA DINAS KESEHATAN DAN DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BUPATI LAMANDAU,

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan administrasi
kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan
Penerbitan Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Terintegrasi
Penerbitan Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Standar Operasional Prosedur Terintegrasi Penerbitan Izin
Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas
Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



10.

11.

12.

13.

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5942);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor
7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 251);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Terintegrasi Penerbitan Izin
Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur Terintegrasi Penerbitan Izin
Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, mempunyai fungsi dan tujuan:

a. memberikan pedoman kepada masyarakat dalam
menyampaikan permohonan Penerbitan Izin Operasional
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

b. sebagai pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya

memberikan pelayanan Penerbitan Izin Operasional Fasilitas

Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;

meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan

memberikan kepastian dalam pelayanan Penerbitan Izin

Operasional  Fasilitas Pelayanan Kesehatan  kepada

masyarakat.

o

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. BUPATI

ANDAU,
”

LILIS SURIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah
u.p. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Lamandau;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
4. Masing-masing yang bersangkutan.
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